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Salinan
PENETAPAN
Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Tse

~s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada siding
keliling yang dilaksanakan di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas
Timur telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang

diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kecamatan
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan

Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung
Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar Pemohon | dan Pemohon Il dan memeriksa alat bukti

di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 30 Maret 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan
Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah
mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di Sabah

Malaysia pada tanggal 20 Maret 2001 di hadapan seorang Penghulu
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bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon
I1), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama
SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa RM 150,00
(seratus lima pulu ringgit malaysia);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon | berstatus Perjaka
dan Pemohon Il berstatus Perawan dan antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat
menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah
karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon | dan
Pemohon Il hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan
telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:

1. ANAK | 2. ANAK Il 3. ANAK Il 4. ANAK IV
5. ANAKV 6. ANAK VI

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengurus permohonan itsbat nikah ini
bertujuan agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l dapat dicatat pada
Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku
Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus
akta nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon | dan
Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cg.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2001
di Sabah Malaysia;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk

persidangan perkara ini, Pemohon | dan Pemohon Il telah hadir di persidangan
dan Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap akan melanjutkan
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permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan surat permohonan

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon IlI;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat
bukti surat 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan

memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, alamat Jalan Azizu Rahman, RT. 05, Desa Mangkupadi,
Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:

» bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, karena saksi
adalah Sepupu Pemohon I;

» bahwa saksi hadir pada saat agad nikah Pemohon | dan Pemohon I
yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 23 Maret 2001 di
Sabah, Malaysia;

> bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama WALI NIKAH;

> bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dari Pemohon II
di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa
uang sebesar Rm 150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia);

» bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, di samping itu banyak
yang hadir dalam acara pernikahan tersebut ;

» bahwa pada waktu akad nikah Pemohon | berstatus Perjaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

» bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat halangan
untuk menikah secara Islam;

» bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah ikaruniai 6 (enam) orang anak;

» bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama ini tidak pernah melakukan
perceraian dan tetap beragama Islam;

» bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum memperoleh
Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara

resmi;
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2. SAKSI Il, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, alamat Jalan Mirah, RT. 01, Desa Wonomulyo, Kecamatan
Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:

» bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il, karena saksi
adalah Sepupu Pemohon lI;

» bahwa saksi hadir pada saat agad nikah Pemohon | dan Pemohon I
yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 23 Maret 2001 di
Sabah, Malaysia;

» bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama WALI NIKAH;

» bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dari Pemohon I
di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa
uang sebesar Rm 150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia);

> bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, di samping itu banyak
yang hadir dalam acara pernikahan tersebut ;

> bahwa pada waktu akad nikah Pemohon | berstatus Perjaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

» bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat halangan
untuk menikah secara Islam;

» bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah ikaruniai 6 (enam) orang anak;

» bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama ini tidak pernah melakukan
perceraian dan tetap beragama Islam;

» bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum memperoleh
Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara

resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas,

Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah
beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mengajukan

sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk
hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagamana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan
menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat

diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon | dan Pemohon I
bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang
merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya
sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di
Sabah, Malaysia pada tanggal 23 Maret 2001 dengan wali nikah ayah
Kandung Pemohon Il yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa
uang sebesar RM 150,00 (seratus seratus lima puluh ringgit malaysia) dan
yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing
bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti
dalam persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

memberikan keterangannya di bawah sumpabh;
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan para
Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati
fakta-fakta sebagai berikut:

» Bahwa, Pemohon | telah menikah secara Islam dengan Pemohon Il pada
pada tanggal 23 Maret 2001 di Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah
Ayah Kandung Pemohon lI;

» Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

» Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon | dan Pemohon Il
secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena
hubungan nasab ataupun sesusuan;

» Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 6 (enam) orang anak;

» Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

» Bahwa, perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum memperoleh bukti
nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Jgs cadalig L9 98 o abg by e S5 8500 o o0 el U

Artinya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,

harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil’.

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:
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Artinya: “‘Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu

yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.
Maka pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan
namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh
karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar
setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti,
harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat
dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam
perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-

undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON [) dengan
Pemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2001
di Sabah, Malaysia;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sebesar

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2017

M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H oleh kami Drs. HTUBAGUS
MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.l. dan MOHAMMAD

ILHAMUNA, S.H.lL

masing-masing sebagai

Anggota Majelis, penetapan

tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon | dan pemohon II.

Anggota Majelis |
ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H.-TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis Il

Panitera Pengganti
ttd

ttd
MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp  200.000,00
3. Biaya Proses : Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah . Rp  291.000,00
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